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PRAKATA

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, buku ini berhasil disusun sebagai salah satu upaya untuk
memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan hukum,
khususnya di bidang Hukum Perbankan. Buku ini hadir
sebagai jawaban atas kebutuhan akan referensi yang
komprehensif dan relevan dengan perkembangan hukum dan

praktik perbankan di Indonesia.

Penyusunan buku ini melibatkan berbagai referensi
terkini, regulasi yang berlaku, serta pengalaman praktis di
bidang hukum perbankan. Kami berusaha menghadirkan
materi yang tidak hanya informatif tetapi juga aplikatif,
sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa, akademisi, dan

praktisi hukum.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca

sangat kami nantikan demi penyempurnaan di masa mendatang.
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KATA PENGANTAR

Hukum Perbankan adalah cabang ilmu hukum yang
mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem
perbankan yang sehat menjadi tulang punggung perekonomian
sekaligus instrumen penting untuk kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum perbankan
sangatlah penting, khususnya bagi mahasiswa, praktisi

hukum, dan pelaku sektor keuangan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman
mendasar hingga lanjutan mengenai aspek hukum perbankan,
mulai dari prinsip dasar, regulasi, hingga implementasi
hukum dalam operasional perbankan. Dengan pendekatan
sistematis, buku ini diharapkan menjadi panduan bermanfaat
bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum

perbankan di Indonesia.

Topik yang dibahas meliputi landasan hukum perbankan,

peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H vii
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PENGANTAR PENERBIT

Hukum perbankan memiliki peran strategis dalam
menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pengembangan
ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Buku
Hukum Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman
menyeluruh tentang berbagai aspek hukum yang mengatur
sektor perbankan di Indonesia. Ditulis secara sistematis dan
komprehensif, buku ini menjadi panduan penting bagi
mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya yang

ingin mendalami dunia hukum perbankan.

Bab pertama buku ini membahas pengantar tentang
hukum perbankan, mencakup konsep dasar, pengertian, serta
peran dan fungsi perbankan dalam perekonomian. Pemahaman
akan ruang lingkup hukum perbankan tidak hanya relevan
untuk pelaku sektor keuangan, tetapi juga penting dalam
mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga

intermediasi, bank memainkan peran vital dalam menggerakkan

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H iX
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PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM HUKUM PERBANKAN

Hukum perbankan adalah cabang hukum yang mengatur
semua aspek kegiatan perbankan, yang mencakup hubungan
antara bank, nasabah, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam
sistem keuangan. Hukum ini berfungsi untuk menjaga
stabilitas, keutuhan, dan transparansi sektor perbankan agar
operasional bank dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa aspek penting
dalam hukum perbankan meliputi pengaturan pendirian dan
operasional bank, kewajiban perbankan dalam hal penyimpanan
dan peminjaman uang, serta perlindungan terhadap nasabah.
Selain itu, hukum perbankan juga mengatur tentang regulasi
dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas moneter dan
lembaga pengawas lainnya, seperti Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Hukum ini sangat

relevan karena sektor perbankan memainkan peran yang

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H 1



sangat penting dalam perekonomian suatu negara, dengan
pengaruh besar terhadap kestabilan perekonomian, sistem
pembayaran, dan penyediaan kredit. Selain itu, hukum
perbankan juga mengatur masalah tanggung jawab hukum
bank dalam hal pelanggaran atau dilindungi izin yang dapat

merugikan pihak lain, termasuk nasabah atau pihak ketiga.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mata kuliah Hukum Perbankan dirancang untuk mem-
berikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai
aspek teoritik dan praktis dalam hukum perbankan. Setelah
menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami berbagai konsep dasar, prinsip, dan asas
hukum yang menjadi landasan operasional sistem perbankan
di Indonesia. Pemahaman ini meliputi pengertian hukum
perbankan, regulasi yang mengatur sektor perbankan, serta

peran perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.

Selain pemahaman teoritis, mahasiswa juga diharapkan
memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk meng-
identifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan hukum
yang berkaitan dengan sektor perbankan. Permasalahan ini
dapat mencakup isu-isu seperti pelanggaran regulasi perbankan,
penyelesaian sengketa perbankan, hingga pengawasan dan
pengendalian kegiatan bank oleh otoritas yang berwenang.
Dengan kemampuan ini, mahasiswa dapat mengkaji
permasalahan secara kritis dan memberikan solusi yang

didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku.

Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teori,

prinsip, dan ketentuan normatif hukum perbankan dalam

2 Hukum Perbankan
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LEMBAGA KEUANGAN

A. DEFINISI LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan merupakan entitas yang berperan
penting dalam sistem perekonomian dengan menyediakan
berbagai jasa keuangan kepada masyarakat. Secara umum,
lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha
yang aset utamanya berbentuk aset keuangan, seperti saham,
obligasi, dan pinjaman, daripada aset riil seperti bangunan
atau perlengkapan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan
berfungsi sebagai mediator antara individu atau kelompok
yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan mereka yang
memerlukan dana (defisit) untuk berbagai tujuan, termasuk

investasi dan konsumsi (Rahman, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-Pokok Perbankan, lembaga keuangan adalah semua
badan yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali untuk mendukung aktivitas ekonomi. Lembaga ini

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H 7



tidak hanya terbatas pada bank, tetapi juga mencakup
perusahaan asuransi, koperasi, dan lembaga non-bank lainnya
yang menyediakan layanan seperti leasing dan dana pensiun.
Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki peran strategis
dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur aliran
uang dalam perekonomian serta memberikan akses kepada

masyarakat untuk mendapatkan layanan finansial yang
dibutuhkan.

Lembaga keuangan juga diatur oleh otoritas terkait
untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik dan
aman bagi masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk
mencegah risiko yang dapat merugikan nasabah dan menjaga
integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan
berbagai fungsi yang dimiliki, lembaga keuangan tidak hanya
membantu individu dalam merencanakan masa depan
finansial mereka tetapi juga mendukung pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan melalui penyediaan modal bagi

usaha dan investasi.

Salah satu studi kasus mengenai lembaga keuangan
adalah penelitian yang dilakukan pada Bank Pembangunan
Daerah (BPD) di Indonesia selama pandemi COVID-19.
Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan BPD sebelum dan
selama pandemi dengan menggunakan beberapa rasio
keuangan, seperti Return On Assets (ROA), Loan To Deposit Ratio
(LDR), dan Non-Performing Loans (NPL). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun pandemi berdampak pada
kinerja BPD, hanya dua rasio, yaitu ROA dan LDR, yang
menunjukkan perbedaan signifikan. Sementara itu, rasio NPL,

BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan

8 Hukum Perbankan
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KONSEP HUKUM ANTARA
BANK DAN NASABAH

A. NASABAH BANK DALAM DALAM KONTEKS HUKUM

Nasabah bank dalam konteks hukum merujuk pada
individu atau entitas yang memiliki hubungan kontraktual
dengan bank berdasarkan perjanjian yang sah di mata hukum.
Hubungan ini biasanya diatur dalam dokumen seperti perjanjian
pembukaan rekening, pinjaman, deposito, atau produk
perbankan lainnya. Nasabah memiliki hak dan kewajiban yang
diatur oleh undang-undang, peraturan otoritas keuangan,
serta syarat dan ketentuan bank. Dalam konteks hukum,
nasabah berhak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan
peraturan tentang perlindungan konsumen dan privasi, seperti
dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.
Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam
kondisi tertentu yang diatur oleh hukum, misalnya permintaan

informasi oleh otoritas penegak hukum. Selain itu, nasabah

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H 27



perlindungan hak konsumen selama proses penyelesaian

ini.
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KELEMBAGAAN
BANK INDONESIA

A. KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Kelembagaan Bank Indonesia (BI) merupakan bagian dari
kerangka institusi keuangan nasional yang berperan penting
dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan di
Indonesia. Sebagai bank sentral, BI adalah lembaga negara
yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia yang kemudian beberapa kali diubah,
termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2009. Independensi ini
memungkinkan BI untuk fokus pada pencapaian tujuan, yaitu
menjaga stabilitas nilai rupiah, yang diartikan sebagai stabilitas
harga barang dan jasa (inflasi) serta stabilitas nilai tukar.
Struktur kelembagaan BI meliputi Dewan Gubernur yang

terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur
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LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN DAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

A. DEFINISI LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga
negara yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
simpanan nasabah di bank, memberikan rasa aman kepada
masyarakat dalam bertransaksi perbankan, serta menjaga
stabilitas sistem perbankan nasional. LPS memiliki fungsi
utama untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di bank-
bank yang terdaftar, khususnya dalam hal terjadinya krisis
atau kegagalan bank. Penjaminan simpanan yang diberikan
LPS meliputi berbagai jenis rekening simpanan seperti
tabungan, deposito, dan giro, dengan batas maksimum tertentu
yang telah ditentukan. Dengan adanya LPS, masyarakat dapat
merasa tenang karena jika bank tempat mereka menabung

mengalami kebangkrutan atau likuidasi, simpanan mereka
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akan tetap dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, LPS juga berperan dalam mengatur dan mengawasi
bank-bank yang beroperasi untuk memastikan mereka meng-
ikuti prinsip kehati-hatian dan menjaga sistem perbankan
Indonesia (Faizah, et all 2024).

B. ASPEK REGULASI LPS

Aspek regulasi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di
Indonesia berkaitan dengan pengaturan yang mengatur fungsi
dan operasi lembaga ini dalam menjamin simpanan nasabah di
bank. LPS didirikan untuk memberikan rasa aman kepada
masyarakat terhadap simpanan yang ada di bank-bank yang
terdaftar, dengan tujuan mencegah krisis perbankan dan
menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang mengatur
LPS mencakup kebijakan penjaminan simpanan, kewenangan
untuk menetapkan jumlah simpanan yang dijamin, dan prosedur
penanganan bank yang mengalami masalah keuangan atau
gagal bayar. Selain itu, LPS memiliki peran dalam menjaga
industri perbankan dengan melakukan pemantauan terhadap
kesehatan bank-bank yang ada, serta memberikan dukungan
dalam proses penyehatan jika diperlukan. Undang-undang
yang mengatur LPS memberikan kewenangan kepada lembaga
ini untuk melakukan audit, menetapkan tarif iuran, dan ikut
serta dalam penyelesaian masalah bank yang tidak dapat
memenuhi kewajibannya. Semua ini bertujuan untuk men-
ciptakan sistem keuangan yang stabil dan melindungi nasabah

dari risiko kerugian akibat kegagalan bank.

Studi kasus yang relevan dengan pembahasan regulasi

LPS adalah kasus kebangkrutan Bank Century pada tahun
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HUKUM
PERBANKAN

Buku Hukum Perbankan ini hadir sebagai referensi komprehensif yang
membahas secara mendalam aspek hukum dalam sektor perbankan.
Dengan struktur pembahasan yang sistematis, buku ini dirancang untuk
membantu pembaca memahami berbagai prinsip, regulasi, dan dinamika
hukum yang mengatur perbankan di Indonesia. Materi dalam buku ini
meliputi konsep dasar hukum perbankan, hubungan hukum antara bank
dan nasabah, peran lembaga keuangan, hingga pengawasan perbankan oleh
institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS).

Buku ini mengupas peran vital perbankan sebagai lembaga intermediasi
yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui perbankan
konvensional maupun syariah. Dalam pembahasan, penulis juga
menjelaskan perbedaan mendasar kedua sistem ini, yang menjadi ciri khas
sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, topik seperti perlindungan
konsumen, penyelesaian sengketa perbankan, serta upaya pencegahan
tindak pidana seperti pencucian uang memberikan nilai praktis bagi
pembaca, khususnya para pelaku industri dan mahasiswa hukum.

Bagi mereka yang ingin memahami kelembagaan seperti Bank Indonesia
dan OJK, buku ini menyajikan penjelasan mendalam tentang peran regulasi
dalam menjaga stabilitas keuangan. Di tengah perkembangan pesat
teknologi dan globalisasi, regulasi hukum perbankan menjadi landasan
penting untuk menciptakan ekosistem perbankan yang transparan,
akuntabel, dan berdaya saing. Kajian ini relevan tidak hanya untuk
akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

Dengan melibatkan analisis kasus nyata dan pendapat ahli, buku ini
mengajak pembaca untuk memahami urgensi hukum perbankan dalam
mendukung perekonomian Indonesia. Sistem perbankan yang kokoh
membutuhkan fondasi hukum yang kuat untuk membangun kepercayaan
masyarakat. Buku ini menjadi panduan strategis bagi siapa saja yang ingin
memperkuat wawasan di bidang hukum perbankan dan turut serta dalam
menciptakan sektor keuangan yang berkelanjutan.
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